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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penjelasan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa: 

1. Pemenuhan akad jual beli hasil perkebunan (alpukat) di Desa Senal 

Kabupaten Lombok Utara pada umumnya berbentuk akad jual beli  lisan 

antara petani dan pembeli (pengumpul) berdasarkan asas kepercayaan. 

Akan dilakukan dalam beberapa tahap, antara lain pembeli (pengumpul) 

yang mengunjungi petani untuk melakukan survei lapangan, menentukan 

harga alpukat, menegosiasikan harga, memanen hasil di kebun dan 

melakukan pembayaran sisanya. 

2. Proses penyelesaian sengketa penjualan hasil perkebunan (Alpukat) di 

Desa Senal Lombok Utara pada dasarnya adalah proses dimana baik 

penjual maupun pembeli merundingkan kesepakatan antara para pihak 

tanpa melibatkan pihak ketiga. sengketa, para pihak  dalam hal ini akan 

mengupayakan mediasi melalui pihak ketiga, seperti tokoh masyarakat 

atau pemerintah desa. 

B. Saran 

1. Diharapkan kedepannya, persoalan jual beli akan semakin rumit karena 

kontrak jual beli hasil perkebunan (alpukat) perlu dibuat secara tertulis 

untuk menjamin kepastian hukum  para pihak. 

2. Untuk menjamin Alternatif Penyelesaian Sengketa (Polisp ADR) perlu 

dibuat semacam sistem desa dalam bentuk pemungutan suara arbitrase. 
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Hal ini memungkinkan untuk resolusi ramah masalah masyarakat  melalui 

komite arbitrase. Lembaga bukan pada akhirnya akan dibawa ke 

pengadilan. 
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